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KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA 
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
(Nama Mitra)

TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Nomor  : ..../UN38/KS/2026 (no dari UNESA)
Nomor  : ............................... (no dari Mitra)

Pada hari ini, ........... tanggal .......... bulan ........... tahun Dua ribu dua puluh enam ( ... – ... - 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NURHASAN, Rektor Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 24 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026, dan berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 Tanggal 19 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya yang berkedudukan di Kampus UNESA 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
2.  ............................(Nama Lengkap pimpinan tertinggi pada mitra, tanpa gelar), Sebagai ................ (jabatan), berdasarkan Surat Keputusan ........... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ................... (Nama Mitra), yang berkedudukan di berkedudukan di ....................... (alamat kantor mitra) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom untuk menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi;
b. PIHAK KEDUA merupakan .............. (definisi mitra)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing PIHAK.
(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.


Pasal 2
ASAS KERJA SAMA
Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara PARA PIHAK, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. 

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
(1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di PARA PIHAK.
(2) Ruang lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi  : 
a. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
b. Pengembangan potensi daerah yang bermanfaat dan berdampak luas;
c. Implementasi kegiatan Mobilitas Akademik Mahasiswa;
d. Koordinasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs);
e. Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi, dan Sumber Daya Manusia; 
f. Aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi lain yang menunjang Kampus Berdampak, dan;
g. Kerja sama bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.


Pasal 4
PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk dan menugaskan wakilnya/pejabat pimpinan tinggi dari unit kerja di lingkungan instansi masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya. 
(3) Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Kesepakatan Bersama  ditandatangani oleh PARA PIHAK.  
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK yang dimiliki sebelum Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan, tetap menjadi milik PIHAK yang memiliki sebelumnya.
(2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual PARA PIHAK kecuali diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.  

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN KESEPAHAMAN
(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 10
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
(1) PARA PIHAK menentukan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing masing.
(2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) PARA PIHAK sepakat saling bertukar data dan/atau informasi dan hanya menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut.
(4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
(1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah keadaan-keadaan di luar kemapuan dan kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah sehingga mempengaruhi pelakasanaan Kesepakatan Bersama ini, antara lain dan tidak terbatas pada adanya keadaan: 
a. perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah;
b. blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian atau moneter; dan
c. kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya; 
(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab dalam bentuk apa pun juga atas keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami kejadian kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti atau keterangan dari pihak yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai keadaan kahar dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.
(5) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan kahar dinyatakan berakhir oleh pejabat yang berwenang, namun apabila keadan kahar membuat Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK.
(2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan/informasi, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau elektronik dapat disampaikan langsung oleh PARA PIHAK melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat atau cara lainnya dengan alamat sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 
	Nama	:	Muchamad Arif Al Ardha, S.Pd., M.Ed., Ph.D
		Jabatan 	:	Direktur UNESA Global Engagement 
Alamat	: 	Kampus UNESA 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon	:	031-99423008/ +62 853-9180-5999
E-mail	: 	kerjasama@unesa.ac.id  

b. PIHAK KEDUA
(NAMA MITRA)	
Nama	:
Jabatan 	:		 
Alamat 	:	
Telepon	:
E-mail	:

(2) Apabila terjadi perubahan pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini dapat dilakukan perubahan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga hari) sebelum terjadinya perubahan. 
(3) Alamat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.


Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN
Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 15
PENUTUP
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani PARA PIHAK.
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